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PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA 

NOMOR  20  TAHUN  2011 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  

NOMOR 26 TAHUN  2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 

Menimbang : a. bahwa dalam  rangka meningkatkan disiplin dan  wibawa serta 
motivasi kerja pegawai, maka perlu disusun aturan tentang 

pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai 
Kartanegara; 

 b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian 

Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah 

mengalami perubahan pertama atas Peraturan Bupati Nomor 29 
Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai 

Kartanegara, maka perlu dilakukan perubahan kedua terkait 
dengan upaya untuk melestarikan dan memperkenalkan pakaian 

adat Kutai Kartanegara; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai 

Kartanegara Atas Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 26 
Tahun  2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai 

Kartanegara; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Repubublik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 72 Tahun l959, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820);  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
144); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5135); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11). 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 
Nomor 16);  

 

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 
Tahun 2007 tentang Pakian Dinas Pegawai Negeri Sipil 

dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 

tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;  

  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 
tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

1972 tentang Jenis Pakaian Sipil; 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 26 TAHUN  

2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 26 Tahun 2009 tentang 

Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah 

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 Nomor 26) diubah sebagai 
berikut : 

Ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan (4) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut :  

(3) Pakaian Batik untuk Pegawai Negeri Sipil Non dan Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai 
Kartanegara dipakai setiap hari Jumat dan; 

(4) Pakaian adat Kutai Kartanegara atau yang disebut miskat dipakai 

khusus hari Kamis untuk Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai 

Kartanegara, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kutai Kartanegara. 

 
               Ditetapkan di Tenggarong 

               pada tanggal 14 Juni 2011 

     BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 
 

                
       ttd 

 
 
      RITA WIDYASARI 

 
Diundangkan di Tenggarong 

pada tanggal 15 Juni 2011 

 SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, 

 
 ttd 

 
    HAPM. HARYANTO BACHROEL 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010 NOMOR   20 
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TELAH DIKOREKSI OLEH : 

NO N A M A JABATAN PARAF 

1. DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM SEKRETARIS DAERAH  

2. H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum  ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM DAN HUKUM  

3. ARIEF ANWAR, SH, M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM  

4. RUS AFFANDI, S.Sos KASUBAG. PERUNDANG-UNDANGAN  

 


